
 

 

 

 

 

 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR  29  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG 
BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN  

URUSAN OTONOMI DAERAH 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 
 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor  19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan di Daerah, kewenangan pemberian izin 

gangguan bagi Bupati/Walikota dicabut, sehingga perlu 

menyesuaikan kewenangan pemberian izin pada 

lampiran Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang 

Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian 

Urusan Otonomi Daerah; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dirasa perlu 

untuk dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan 

Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang  

 

 

Pelimpahan ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 

Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati 

Kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan 

Otonomi Daerah; 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3898); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4187); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

 

Pembentukan ... 



 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II  

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3164);  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4826); 

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

 

 

 

12. Peraturan ... 



12.  

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

 

 

15. 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19 Tahun 

2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan di Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan 

Perangkat Daerah; 

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati 

Kepada Camat Untuk Menangani Sebgaian Urusan 

Otonomi Daerah. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

 

: 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 8 

TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 

WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI 

SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH. 

 
  

 Pasal I 

Lampiran Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani 

Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  

 

 

Pasal II ... 



   Pasal II 
 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman.   

             Ditetapkan di Parit Malintang 

    pada tanggal 1 Agustus 2018 

        BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

 dto 

 

                       ALI MUKHNI 

 

Diundangkan  di Parit Malintang  

pada tanggal 1 Agustus  2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN  PADANG PARIAMAN, 

 

 

 dto 

 

               JONPRIADI 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018  

NOMOR 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


